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ABSTRAK 

Oleh: 

Wellysontua Sinaga 

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karenanya data administrasi 

kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna melaksanakan rencana 

program pembangunan maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia. 

Tantangan serta ancaman terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia semakin 

populer yaitu sejak pemerintah Indonesia mensosialisasikan program KTP elektronik 

(e-KTP) yang merupakan program perekaman data pribadi oleh pemerintah dimana 

seluruh warga negara Indonesia diwajibkan untuk melakukan perekaman tersebut di 

masing-masing domisilinya. Data pribadi yang terekam dalam e-KTP memiliki risiko 

mengalami kebocoran data sehingga rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak 

yang tidak bertanggung jawab, terutama apabila kurang pengamanannya.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan jenis penelitian 

deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan 

konseptual dan pendekatan undang-undang. Sumber data penelitian berasal dari data 

sekunder dan didukung oleh data primer. 

 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melihat pengaruh kemajuan teknologi 

informasi telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap data privasi 

perseorangan dan sangat diperlukan adanya suatu undang-undang tentang 

Perlindungan Data Privasi yang sudah bersifat mendesak (urgent), baik karena alasan 

kepentingan nasional maupun dalam menerapkan harmonisasi hukum secara 

internasional dan regional. Dari pengaturan tentang Perlindungan Data Privasi yang 

tersebar dalam berbagai dokumen internasional yang bersifat global, regional, maupun 

praktek negara-negara tertentu terdapat kecenderungan adanya standardisasi 

pengaturan serta adanya unsur-unsur yang sama (common elements) yang merupakan 

prinsip dasar untuk membentuk harmonisasi hukum di dalam bidang perlindungan data 

privasi.  

 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pemerintah, E-KTP, Perlindungan Hukum, Hukum 
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ABSTRACT 

By: 

Wellysontua Sinaga 

 

 Indonesia is a state of law, therefore accurate population administration data 

is very much needed both to carry out the development program plan and for the 

orderly administration of law in Indonesia. Challenges and threats to the misuse of 

personal data in Indonesia are increasingly popular, since the Indonesian government 

has promoted an electronic KTP (e-KTP) program which is a private data recording 

program by the government where all Indonesian citizens are required to do the 

recording in their respective domiciles. Personal data recorded in e-KTP has the risk 

of experiencing data leakage making it vulnerable to misuse by irresponsible parties, 

especially if there is a lack of security. 

 This research is a Normative Juridical research with descriptive analytical 

research. The study was conducted using the conceptual approach and the law 

approach. The source of research data comes from secondary data and is supported 

by primary data. 

 The results of the study can be concluded that looking at the effect of advances 

in information technology has brought a huge influence on personal privacy data and 

it is very necessary to have a law on Data Protection that is already urgent (urgent), 

both for reasons of national interest or in implementing legal harmonization 

internationally and regionally. From the regulation on Data Privacy Protection that is 

spread in various international documents that are global, regional, and the practice 

of certain countries there is a tendency for standardization of regulations and the 

existence of the same elements (common elements) which are the basic principles for 

forming legal harmonization in privacy data protection field. 
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